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ABSTRAK

Ayu Azhari (15052028/2015) : Pelaksanaan Sistem Zonasi dan Respon
Masyarakat dalam Penerimaan Peserta
Didik Baru Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota
Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya sistem zonasi untuk
mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan dan masyarakat kurang memahami
pelaksanaan sistem zonasi di Kota Padang. Untuk itu penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pelaksanaan sistem zonasi dan respon masyarakat dalam
penerimaan peserta didik baru di Kota Padang dalam upaya pemerataan akses dan
mutu pendidikan. Penelitian ini dilaksanakan berfokus pada Sekolah Menengah
Pertama di Kota Padang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan irforman yang terdiri
dari Kepala UPTD Dapodik, Kepala Sekolah, panitia pelaksana PPDB, orang tua,
peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan
studi dokumentasi. Jenis data dan sumber data menggunakan data primer dan data
sekunder. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi
metode. Analisis data yang digunakan yaitu, reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan model implementasi
Edward Il yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan
struktur birokrasi.

Hasil penelitian berdasarkan analisa teori Edward 11, dari segi komunikasi
belum berjalan dengan baik, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasinya
sudah berjalan dengan baik. Selain itu hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan
PPDB sistem zonasi telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu
pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah dekat dengan tempat tinggal siswa
karena menggunakan zonasi sekolah SD asal dan dari sisi input mutu juga telah
menyebar diberbagai sekolah sehingga tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan
dan non-uggulan. Disisi lain, hasil penelitian terkait respon masyarakat dalam
pelaksanaan PPDB sistem zonasi bahwa persepsi masyarakat terhadap sekolah
unggulan masih ada dan masyarakat beranggapan bahwa pelaksanaan sistem
zonasi ini justru mematikan prestasi peserta didik.

Kata Kunci : pelaksanaan sistem zonasi, PPDB, respon masyarakat
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam
pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan suatu negara.
Pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia berkualitas dan mandiri,
memiliki kecakapan hidup serta menciptakan perubahan untuk kemajuan
bangsa. Melalui pendidikan yang dilakukan secara sadar dan telah
direncanakan, seseorang dapat mengembangkan potensi diri agar memiliki
kepribadian, pengendalian diri, akhlak dan keterampilan yang dibutuhkan
masyarakat dan negara (UU Sistem Pendidikan Nasional). Sehingga
pendidikan dapat mendorong tegaknya pembangunan seutuhnya untuk
kemajuan negara serta masyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

Pemerintah memiliki peran penting untuk meningkatkan layanan
pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal
ini terdapat pada pasal 11 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional yaitu
pihak pemerintah sudah seharusnya dapat memberikan pendidikan bagi warga
negara Yyang berkualitas tanpa diskriminasi. Pemerintah berupaya
memberikan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh warga negaranya
melalui pemerataan pendidikan. Peningkatan akses dan pemerataan mutu
pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk memperoleh kesempatan
yang sama bagi setiap warga negara untuk memenuhi hak untuk mendapatkan

pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup.



Peningkatan akses dan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan terus
meningkatkan layanan pendidikan. Namun permasalahan pendidikan di
Indonesia masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Adanya ketimpangan
kualitas pendidikan di Indonesia terlihat dari disparitas taraf pendidikan antar
kelompok masyarakat seperti perbedaan pendidikan antar wilayah perkotaan
dan perdesaan, perbedaan pendidikan antar penduduk kaya dan miskin.

Masalah pendidikan yang ditemui seperti kualitas dan distribusi guru
yang belum merata. Kualitas guru terlihat dari hasil Uji Kompetensi Guru
(UKG) tahun 2015 hanya 44.5 secara nasional yang berada jauh dari nilai
standar vyaitu 55. Bahkan dalam proses pembelajaran guru masih
menggunakan metode ceramah bahkan text book sebagai komponen utama
dalam kompetensi pedagogik. Dari segi kualitas guru yang sudah
mendapatkan sertifikasi baru 49% yang menunjukkan masih belum
tercapainya standar kualitas yang diharapkan seluruh sekolah. Selain itu
adanya perekrutan, penempatan dan mutasi guru yang tidak profesional. Hal
ini dapat terlihat dari di satu sekolah atau satu kecamatan atau satu
kabupaten/kota masih ditemui kelebihan guru. Sedangkan sekolah lain atau
daerah lain masih kekurangan guru. Vito, benekditus dkk (2016:249)
Biasanya jumlah guru kebanyakan itu ada di kota, sedangkan untuk perdesaan
jumlah guru sedikit. Perbandingannya dapat dilihat 80% guru itu berada di
kota dan hanya 20% berada didesa.

Selanjutnya masalah pendidikan yang ditemui yaitu infrastruktur yang

rusak dan tidak layak untuk dijadikan penunjang pendidikan. Banyak gedung



sekolah yang rusak, tidak layak pakai terutama di daerah perdesaan. Menurut
Kemendikbud (2017) pada tahun 2016/2017 ditemui ada sekitar 601.390 yang
setara dengan 57.31% ruang kelas SD yang rusak ringan, 69.550 setara 6.62%
untuk rusak sedang, 58.269 setara 5.55% untuk rusak berat dan untuk rusak
total sekitar 4.75% di seluruh Indonesia. Untuk Sekolah Menengah Pertama
(SMP) hanya 99.853 setara dengan 28.73% ruang kelas yang layak digunakan,
selebihnya sekitar 247.739 ruang mengalami rusak ringan, sedang dan berat.

Sekolah sebagai tempat mengenyam pendidikan seharusnya dapat
memberikan kesempatan kepada setiap warga negara dalam mendapatkan
pendidikan. Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, sistem pendidikan yang
dikembangkan selama ini kurang memperhatikan tiga persyaratan layanan
publik. Sekolah sebagai layanan publik harusnya memiliki tiga aspek
diantaranya non rivalry yaitu tidak boleh untuk dikompetensikan secara
berlebihan, non exludable vyaitu tidak boleh dikhususkan untuk
kelompok/golongan tertentu saja, non discrimination yaitu tidak boleh
terdapat praktik diskriminasi.

Kondisi mutu pendidikan di Indonesia perlu juga ditingkatkan karena
belum meratanya mutu yang terlihat dari hasil Ujian Nasional (UN).
Berdasarkan data ujian nasional tahun 2015/2016 pada jenjang SMP baru
sebesar 47% Provinsi yang memiliki rata-rata UN diatas rata-rata nasional.
Artinya sebagian provinsi belum mencapai rata rata nasional. Hal ini
memperlihatkan kondisi mutu pendidikan masih belum merata disetiap

daerah.



Di Kota Padang dapat terlihat kesenjangan pendidikan dari sekolah
yang berada didaerah perkotaan dan perdesaan. Untuk daerah perkotaan
diberikan kemudahan dalam akses transportasi seperti daerah Imam Bonjol,
Lolong, Lubuk Buaya. Sedangkan daerah perdesaan seperti daerah Bungus
kurang menjadi perhatian pemerintah karena lokasinya yang berada jauh dari
pusat kota bahkan transportasi kesana pun sangat sulit. Agar sekolah yang
berada di daerah perdesaan dapat terisi maka dengan adanya sistem zonasi ini
harapannya siswa dapat sekolah dekat dengan tempat tinggalnya.

Maka dari itu mengingat pentingnya pemerataan kualitas pendidikan
yang dilihat dari akses dan mutu pendidikan, maka pemerintah menjalan
kebijakan sistem zonasi pendidikan. Tidak hanya itu penggunaan sistem
zonasi ini tidak hanya untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru,
namun juga untuk membenahi standar nasional pendidikan seperti sebaran
guru, sebaran peserta didik, pemetaan anggaran pendidikan, dan pemenuhan
sarana dan prasarana.

Menurut Satria, Novrian (2019:82) zonasi adalah pembagian atau
pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan
tujuan pengelolaan yang menjadi landasan pokok penataan sekolah secara
keseluruhan. Sistem zonasi merupakan pengembangan dari rayonisasi,
rayonisasi menekankan pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan
sedangkan zonasi pembagian wilayahnya sesuai dengan fungsi dan tujuan

pengelolaannya agar adanya percepatan pemerataaan mutu pendidikan.



Sistem zonasi dalam PPDB menurut Dinar Wahyuni (2018:14)
dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan sehingga menghilangkan
persepsi sekolah unggul dan non-unggul. Kebijakan sistem zonasi dalam
Permendikbud tentang penerimaan peserta didik baru merupakan strategi
yang digunakan untuk pemerataan pendidikan. Dalam hal ini pemerataan
yang dilakukan adalah pemerataan akses layanan pendidikan dan pemerataan
kualitas pendidikan. Prosedur penerimaan peserta didik baru melalui sistem
zonasi ini dilakukan dengan kriteria utama yang menekankan jarak antara
rumah dengan sekolah, sementara nilai UN sebagai pertimbangan akhir.
Sesuai dengan pasal 16 Permendikbud No. 20 tahun 2019 menyebutkan,
bahwa pendaftaran PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dilaksanakan
melalui 3 jalur yaitu jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orang
tua/wali. Jalur zonasi ini menerima paling sedikit 90% dari daya tampung
sekolah, jalur prestasi 5% dan jalur perpindahan orang tua 5%. Selanjutnya
peraturan zonasi yaitu sekolah harus menerima siswa baru yang bertempat
tinggal paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarakan alamat dalam
Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 tahun sebelum penerimaan
peserta didik baru.

Peserta didik yang berada dekat dengan sekolah atau di zonasinya akan
berhak untuk ditempatkan dan mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah
yang bersangkutan, sedangkan nilai tetap menjadi pertimbangan dalam
penerimaan peserta didik baru. Hal ini menyebabkan sekolah menerima

peserta didik dengan kesenjangan akademik karena tidak adanya penyaringan



peserta didik dalam rombongan belajar. Ini bertujuan untuk pemerataan
peserta didik untuk menyebar diseluruh sekolah dan agar sekolah mampu
bersaing secara sehat untuk memajukan pendidikan itu sendiri. Jadi dengan
menggunakan sistem zonasi ini siswa dapat mendaftarkan diri di sekolah
terdekat dari rumah dengan mempertimbangkan nilai akhir dengan prioritas
zonasi sehingga adanya persebaran peserta didik. Sistem zonasi menurut
Andina (2017:11) dapat menguntungkan calon peserta didik yang tinggal
berdekatan dengan sekolah yang artinya dapat mengurangi waktu tempuh
peserta didik yang akan ke sekolah. Hal ini dilakukan agar dapat menghapus
persepsi masyarakat terkait sekolah favorit dan menjadikan semua sekolah
mempunyai mutu yang sama.

Sistem zonasi ini muncul untuk mengatasi persoalan ketimpangan
dalam kualitas pendidikan. Ketimpangan kualitas pendidikan dapat dilihat
dari masih banyaknya persepsi masyarakat terhadap sekolah unggulan atau
non unggulan. Faktanya di lapangan terdapatnya kesenjangan akan sekolah
yang diberi label unggul yang memang digagas oleh pemerintah
Kabupaten/Kota. Menurut Marthunis (2017) menyebutkan bahwa sekolah
unggul selalu diperlakukan sebagai prioritas utama dalam hal pemenuhan
standar nasional pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan
diperlakukan berbeda dengan sekolah lainnya. Hal ini dapat terlihat dari
sarana prasarana yang memadai, tenaga pendidikan yang kompeten dan
profesional, serta kemudahan akses untuk mengikuti perlombaan. Maka dari
itu sistem zonasi tepat diterapkan untuk menghapus perspektif sekolah unggul

dan non-unggulan yang ada dimasyarakat karena semua peserta didik yang



berprestasi menyebar di selutuh sekolah. Semua sekolah memiliki tujuan
yang sama, bertujuan untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang
berkualitas. Hanya saja kebanyakan masyarakat masih berangan-angan
anaknya untuk dapat masuk ke sekolah favorit yang berada di pusat kota
dengan akses yang mudah. Sedangkan sekolah di pinggiran dan non-unggulan
tidak terfasilitasi dengan baik.

Masih adanya persepsi orang tua terkait sekolah unggul dengan
berkeinginan anaknya tetap bersekolah di sekolah yang berlabel unggul dan
berfasilitas lengkap. Beberapa orang tua juga memilih menyekolahkan
anaknya ke sekolah swasta karena ketidakpastian diterima di sekolah negeri.
Selain itu munculnya pengaduan orang tua terkait pelaksanaan PPDB zonasi
seperti aduan anaknya tidak diterima karena persenan adanya perserta didik
Program Keluarga Harapan. Selain itu dari hasil wawancara dengan panitia
PPDB di salah satu sekolah mengatakan bahwa orang tua masih belum
memahami dalam pengisian formulir pendaftaran, padahal sudah dijelaskan di
papan pengumuman terkait hal-hal yang diperlukan saat pengisian formulir.
Adanya perangkingan dalam pendaftaran PPDB, banyak peserta didik dan
orang tua memilih pindah haluan ke sekolah swasta disebabkan tidak diterima
di sekolah yang bersangkutan dan kuota dari sekolah sudah penuh. Meskipun
tetap direkomendasikan ke sekolah lain yang menjadi pilihan kedua. Hal ini
membuat calon peserta didik dan orang tua menginginkan kemudahan karena

adanya ketidakpastian diterima di sekolah selanjutnya. Apalagi peserta didik



yang memiliki nilai rendah dan harus bersaing dengan ratusan peserta didik
lainnya.

Dalam praktiknya, muncul pro dan kontra di Indonesia terkait sistem
zonasi ini. Pada tahun 2017, sistem zonasi menempati posisi teratas dalam
daftar aduan pada Kemendikbud. Dari 240 aduan, 170 aduan diantaranya
adalah masalah sistem zonasi (tirto.id). Pada tahun 2018 jumlah aduan dibuka
dari bulan Mei-Juni telah mencapai 4000 aduan (Tempo.id). Banyak orang
tua siswa yang kecewa dengan sistem ini karena anaknya tidak bisa
melanjutkan ke sekolah favorit yang dinginkan. Anggapan masyarakat terkait
favoritisme sekolah masih ada, kebanyakan orang tua menginginkan anaknya
dapat melanjutkan pendidikan di sekolah favorit yang tentunya berkualitas.

Dalam pendaftaran PPDB menggunakan jalur online di website masing
masing Kota/Kabupaten seperti di Kota Padang dapat diakses di
http://PSB.diknaspadang.id. Dalam website ada berbagai petunjuk yang dapat
di klik seperti info, persyaratan, alur pendaftaran, dasar dan ketentuan, data
sekolah, data zonasi dan hasil seleksi. Zonasi SMP Negeri mengikuti zona
asal sekolah SD mempertimbangkan sekolah SD biasanya dekat dengan

tempat tinggal. Berikut data zonasi beberapa SMP Negeri Kota Padang :


http://psb.diknaspadang.id/

Tabel 1. Pemetaan Zonasi Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang

Nama sekolah Zonasi

SMP N 7 Padang 1) SDN 01 Ulak Karang Selatan
2) SDN 02 Ulak Karang Selatan
3) SDN 05 Air Tawar Barat

4) SDN 07 Ulak Karang Selatan
5) SDN 08 Ulak Karang Selatan
6) SDN 09 Air Tawar Barat

7) SDN 11 Lolong

8) SDN 13 Lolong

9) SDN 15 Lolong

10) SDN 19 Air Tawar Barat

11) SDN 23 Lolong

12) SDN 23 Ujung Gurun

13) SDN 24 Ujung Gurun

14) SD Islam Terpadu Buah Hati
15) SD Pembangunan UNP

SMP N 43 Padang 1) SDN 29 Dadok Tunggul Hitam
2) SDN 43 Dadok Tunggul Hitam
3) SDIT Permataku

Sumber : psb.diknaspadang.id

Peserta didik juga mendapat kesulitan mendaftar di sekolah yang padat
penduduknya, sehingga memilih sekolah lain yang mutunya kurang baik atau
beralih ke sekolah swasta. Jumlah sekolah negeri memang tidak cukup untuk
menampung semua peserta didik baru. Bapak Adel Wabhidi sebagai ketua
Ombudsman Sumbar menyebutkan ada 14.000 tamatan SD yang ingin
melanjutkan ke jenjang SMP sedangkan kuota SMP Negeri hanya 7600-8000.
Karena itu Dinas Pendidikan Kota Padang juga menargetkan lulusan dari SD
yang mendaftarkan diri ke SMP Negeri adalah minimal 50%. Hal ini memang
dipastikan sisa dari peserta didik yang telah masuk SMP Negeri akan beralih

masuk ke SMP Swasta.
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Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang sudah berakhir, namun
banyak masyarakat yang kurang puas terhadap pendaftaran PPDB kali ini.
Seperti adanya 32 aduan masyarakat kepada Ombudsman perwakilan Kota
Padang terkait PPDB. Karena masih ada SMP negeri di Kota Padang yang
kuotanya masih tersedia atau masih banyaknya bangku kosong namun tidak
dibuka lagi pendaftaran bagi siswa yang belum diterima. Dinas Pendidikan
Kota Padang sudah merilis jumlah kursi yang kosong yaitu sebanyak 233
kursi yang tersebar di beberapa SMPN Kota Padang.

Tabel 2. Daya Tampung SMPN di Kota Padang

Sekolah Jumlah kursi kosong
SMPN 36 Padang 64 kursi
SMPN 19 Padang 63 kursi
SMPN 32 Padang 39 kursi
SMPN 37 Padang 21 Kkursi
SMPN 43 Padang 9 kursi
SMPN 22 Padang 9 kursi
SMPN 23 Padang 9 kursi
SMPN 6 Padang 6 kursi
SMPN 38 Padang 6 kursi
SMPN 28 Padang 5 Kkursi
SMPN 4 Padang 2 kursi

Sumber : www.gatra.com

Data diatas merupakan data kursi kosong setelah berakhirnya
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Padang. Masyarakat
meminta Dinas Pendidikan agar membuka pendaftaran ulang kembali. Pada
tanggal 11 Juli 2019 sekolah-sekolah yang mempunyai kursi kosong kembali
membuka pendaftaran sesuai dengan surat edaran oleh Dinas Pendidikan
Kota Padang. Ini dilakukan karena untuk mengantisipasi kecurangan sekolah

dalam jual beli kursi di sekolah.


http://www.gatra.com/
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Saat ini telah banyak penelitian yang membahas tentang pelaksanaan
sistem zonasi yaitu penelitian Andina (2017:11) tentang sistem zonasi dan
dampak psikososial bagi peserta didik. Kesimpulan dari penelitian tersebut
yaitu pelaksanaan mekanisme zonasi dalam PPDB menimbulkan
permasalahan yang muncul. Adanya kendala seperti masih belum
tersosialisasikan, terkendala faktor teknis, kapasitas sekolah yang tidak
mencukupi karena jumlah siswa yang tidak merata disetiap zonasi, dan masih
tingginya disparitas kualitas antar-sekolah. Sistem zonasi ini digunakan untuk
penyaringan peserta didik sesuai jarak tempuh untuk mempermudah akses ke
sekolah. Maka dengan sistem ini rombongan belajar terdiri peserta didik
berprestasi dan tidak berprestasi sehingga standar kelas pun akan menjadi
rendah.

Selanjutnya penelitian Wahyuni (2018:17) tentang Pro dan Kontra
Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2018/20109.
Kesimpulan dari penelitian yaitu muncul berbagai perdebatan mengenai
masalah jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi sekolah,
perbedaan penafsiran daerah terkait aturan zonasi dan penyalahgunaan SKTM.

Selanjutnya penelitian Novrian Satria Perdana (2019:91), yang
mengkaji tentang implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses
dan mutu pendidikan, kesimpulan penelitian yang diperoleh bahwa
pelaksanaan sistem zonasi di Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya
pemerataan pendidikan dalam hal akses dan mutu. Sebaran siswa dari sisi

jarak sudah dekat dari rumah ke sekolah dan sisi mutu sudah menyebar di
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berbagai sekolah sehingga tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan non-
unggulan.

Pentingnya penelitian ini untuk melihat pelaksanaan PPDB dengan
sistem zonasi untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan. Berdasarkan
permasalahan diatas maka dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan untuk
melihat pelaksanaan sistem zonasi dan respon masyarakat terhadap
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah

yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Akses layanan pendidikan

2. Pemerataan mutu pendidikan

3. Beragamnya pemahaman orang tua terhadap zonasi PPDB.
C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan agar dalam penelitian
terjadi penyimpangan hal yang tidak diinginkan, penulis membatasi
permasalahan penelitian yaitu bagaimanakah pelaksanaan sistem zonasi dan
respon masyarakat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran
2019/2020 di Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan

masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di Kota Padang?
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2. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap pelaksanaan sistem zonasi
dalam PPDB di Kota Padang?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimanakah Pelaksanaan Sistem Zonasi dan Respon
Masyarakat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran
2019/2020 Di Kota Padang.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan, dapat dirinci
menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :
a. Manfaat teoritis
Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang kajian
kebijakan pendidikan.
b. Manfaat praktis
1) Sebagai kontribusi pemikiran bagi Dinas Pendidikan Pemerintah
Kota Padang untuk merespon berbagai keluhan masyarakat dalam
pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.
2) Sebagai kontribusi bagi masyarakat untuk memahami pelaksanaan

sistem zonasi pendidikan yang ada di Kota Padang.



